
Surat Dispensasi atas Pengalihan Barang Kena Pajak sebagaimana 
atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak ya dilakukan kepada 
sesama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat 
Perwakilan Negara Asing, dan/ atau Pejabat Badan I
No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan surat dispensasi

2. surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara atau Pejabat yang ditunjuk

3. Surat Keterangan Bebas PPN atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Barang Kena Pajak 

yang dipindahtangankan atau Jasa Kena Pajak yang dialihmanfaatkan

4. invoice pada saat perolehan atau dokumen yang dapat dipersamakaninvoice pada saat perolehan atau 

dokumen yang dapat dipersamakan

5. bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Kementerian 

Sekretariat Negara

6. Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/ atau Pejabat 

Badan Internasional penerima pemindahtanganan BKP atau penenma pengalihmanfaatan JKP 

mengajukan permohonan surat dispensasi kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri 

atau Menteri Sekretaris Negara sebelum perolehan BKP dan/atau JKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/atau Pejabat 

Badan Internasional penerima pemindahtanganan BKP atau penerima pengalihmanfaatan JKP 

mengajukan permohonan Surat Dispensasi kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri 

atau Menteri Sekretaris Negara sebelum perolehan BKP dan/atau JKP

2. Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan 

permohonan Surat Dispensasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing

3. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing menerima dan meneliti permohonan

4. Berdasarkan penelitian, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing menerbitkan Surat 

Keterangan Bebas atau Surat Penolakan permohonan berdasarkan penelitian

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih

Jl. Kwini No.7, RT.9/RW.1, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat 10410 

0213813478 

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Cempaka Putih

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 04 Dec 2024 pukul 20:15. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi, dalam hal permohonan dikabulkan; atau Surat penolakan, dalam hal permohonan 

tidak dikabulkan (Lampiran III PMK-160/PMK.03/2014).

Pengaduan Layanan

-
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